Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa perlu diubah untuk mengoptimalkan
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan
oleh Kepala Desa;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Menetapkan

dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 621), diubah

sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (1) huruf p Pasal 35 dihapus, dan ayat (2) huruf f Pasal 35

diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), harus memenuhi

persyaratan :

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,



(2)

P.

serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama
atau sederajat;

berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi
60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa
setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun
setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-
ulang;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

sehat jasmani dan rohani;

tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan;

tidak menjabat sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain
yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan serta
jabatan yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan/atau
menghambat pelaksanaan tugas;

tidak menjadi pengurus partai politik;

tidak sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian
Republik Indonesia; dan

Dihapus.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuktikan
dengan:

a. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh
yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;

fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau
surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang

atau surat keterangan kenal lahir dari pejabat yang berwenang;

surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai
cukup;



e. fotokopi kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat
tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari
rukun tetangga/ rukun warga mengetahui Kepala Desa setempat;

f. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak pernah
dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara singkat 5
(lima) tahun atau lebih, atau surat pernyataan telah S (lima) tahun
selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang;

g. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai hukum tetap;

h. surat keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah atau
dokter pemerintah;

i. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan
dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan

k. pas foto hitam putih/berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4
(empat) lembar.

2. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa
harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa,
dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

BUPATI SUMBAWA,
TTD

M. HUSNI DJIBRIL



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
TTD
RASYIDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 51 TAHUN 2016

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Bk

PerQ P )
NIP. 19691231 199403 1 094



II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan bagian penting
yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kepala Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa merupakan unit terdepan atau ujung tombak dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga menjadi faktor penentu
keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu terwujudnya
kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem
dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu
Kepala Desa mempunyai kedudukan yang strategis selaku pemimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomror 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dimaksudkan untuk
menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
tersebut khususnya Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri
sebagai Calon Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai Penjabat Kepala Desa, dan selanjutnya Bupati mengangkat
Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.



Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Dalam hal Penduduk Desa yang mendaftar
sebagai Calon Kepala Desa tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, maka dibuktikan dengan surat
keterangan dari ketua pengadilan negeri.

Dalam hal Penduduk Desa yang mendaftar
sebagai Calon Kepala Desa pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, maka harus membuat surat
pernyataan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani
pidana penjara serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 639



